
 
 

 
 
 

 

BUPATI DONGGALA 
PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

RANCANGAN 

PERATURAN BUPATI DONGGALA 
NOMOR ... TAHUN ... 

 
TENTANG 

 

MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA 
DAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DONGGALA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan 

yang baik dan penataan pola karier Aparatur Sipil 

Negara dengan memenuhi kualifikasi, kompetensi dan 

kinerja serta membentuk sumber daya manusia sebagai 

aparatur yang kompeten dan kompetitif, perlu 

dilaksanakan melalui manajemen Aparatur Sipil Negara 

yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, 

bebas dan intervensi politik, bersih dari praktik 

korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka 

pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas 

pemerintahan, tugas pembangunan tertentu; 

  b. bahwa untuk menjamin kepastian arah pengembangan 

karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Donggala, mulai dari karier terendah 

sampai karier tertinggi sesuai dengn kompetensi, 

profesionalisme, transparan, integritas dan berkeadilan, 

perlu diatur mengenai pola karier; 

  c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Manajemen 

Talenta Aparatur Sipil Negara Instansi ditetapkan dan 

dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada 

setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen 

Talenta Aparatur Sipil Negara dan Pola Karier Pegawai 

Negeri Sipil; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  



  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7061); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN TALENTA 

APARATUR SIPIL NEGARA DAN POLA KARIER PEGAWAI 

NEGERI SIPIL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

yang bekerja pada Instansi Pemerintah. 

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja yang diangkat oleh PPK dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan 

Pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki 

Jabatan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Donggala. 

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat 

PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

5. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

Bupati selaku pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan 

pengangkatan, pemindahan dan pemberhetian ASN serta pembinaan 

Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

6. Pejabat yang berwenang, yang selanjutnya disebut PyB adalah Sekretaris 

Daerah selaku pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan 



proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Talenta adalah Pegawai yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke 

dalam rencana suksesi. 

8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan fungsi, tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu 

satuan organisasi. 

9. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi 

memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan 

langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. 

10. Jabatan Non Manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan 

kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki 

tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja 

pegawai. 

11. Jabatan Kritikal adalah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, 

Jabatan Fungsional yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi 

dan prioritas pembangunan nasional/daerah. 

12. Jabatan Target adalah Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi 

setingkat lebih tinggi yang sedang/akan lowong atau Jabatan Kritikal 

yang akan diisi oleh Talenta. 

13. Jabatan Pimpinan Tinggi, yang selanjutnya disingkat JPT adalah 

Kelompok Jabatan Tinggi pada Pemerintah Daerah. 

14. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN, yang menduduki 

JPT Pratama pada Pemerintah Daerah. 

15. Jabatan Administrasi, yang selanjutnya disingkat JA adalah Kelompok 

Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik 

serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

16. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada 

Pemerintah Daerah. 

17. Jabatan Fungsional, yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok 

jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yaang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada 

Pemerintah Daerah. 

19. Kelompok Jabatan adalah kumpulan dari masing-masing JPT, JA dan JF. 

20. Manajemen Talenta ASN adalah Sistem Manajemen Karier ASN yang 

meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi dan penempatan 

talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan 

tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang 

dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi 

kebutuhan Pemerintah Daerah. 

21. Pola Karier PNS adalah Pola dasar mengenai urutan penempatan 

dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi disetiap jenis, Jabatan 

secara berkesimambungan. 

22. Kotak Manajemen Talenta adalah bagian yang terdiri dari 9 (sembilan) 

kategori yang menunjukan sekumpulan pegawai ASN berdasarkan 

tingkatan potensial dan kinerja.  

23. Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan 

suksesor yang diproyeksikan dalam Jabatan target. 

24. Kelompok Rencana Suksesi adalah kelompok Talenta pada masing-masing 

Instansi Pemerintah yang berasal dari kotak 9 (sembilan), 8 (delapan), 7 



(tujuh) yang disiapkan untuk menduduki Jabatan Terget di Lingkunga 

Pemerintah Daerah. 

25. Suksesor adalah Talenta yang dicalonkan menjadi pengganti Pejabat yang 

menduduki Jabatan Target saat ini dan disiapkan untuk mendudukinya 

pada saat jabatan tersebut lowong dan/atau sesuai kebutuhan. 

26. Akuisisi Talenta adalah strategi mendapatkan Talenta yang dilaksanakan 

melalui tahapan analisis Jabatan Kritikal, Analisis Kebutulan Talenta, 

Penetapan Strategi Akuisisi, Identifikasi, Penilaian dan Pemetaan Talenta, 

Penetapan Kelompok rencana suksesi, serta pencarian Telenta melalui 

mekanisme mutasi antar instansi dan pertukaran pegawai melalui 

mekanisme penugasan khusus. 

27. Pengembangan Talenta adalah strategi pengembangan karier dan 

Kompetensi Talenta melalui ASN Corporate University, sekolah kalender, 

tugas belajar dan bentuk kompetensi lainnya. 

28. Retensi Talenta adalah strategi mempertahankan Talenta melalui 

pemantauan, penghargaan dan manajemen suksesi untuk menjaga dan 

mengembangkan Kompetensi dan Kinerja Talenta agar siap dalam 

penempatan jabatan. 

29. Penempatan Talenta adalah strategi penempatan talenta yang tepat pada 

jabatan target di waktu yang tepat. 

30. Kompetensi adalah Kemampuan, Pengetahuan, Keterampilan dan perilaku 

yang perlu dimiliki oleh setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan 

tugas secara efektif. 

31. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangankan yang 

spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan. 

32. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk 

memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. 

33. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait 

dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal 

agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai – 

nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang 

Jabatan yang memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan 

Jabatan. 

34. Uji Kompetensi adalah pemgkuran dan penilaian kompetensi teknis, 

manajerial dan sosial kultural Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi jabatannya. 

35. Peta Jabatan adalah susunan Jabatan yang digambarkan secara vertikal, 

horizontal maupun diagonal menurut struktur kewenangan, tugas dan 

tanggungjawab Jabatan serta persyaratan Jabatan yang menggambarkan 

seluruh Jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja pada 

setiap Perangkat Daerah. 

36. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada 

organisasi/unit. 

37. Penilaian Kinerja adalah penilaian terhadap Kinerja yang merupakan 

penggabungan nilai Sasaran Kinerja Pegawai dan Nilai Perilaku Kerja 

sesuai Peraturan Perundang-undangan. 

38. Pemeringkatan Kinerja adalah perbandingan Kinerja antar Pegawai ASN 

dalam 1 (satu) Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja. 



39. Perluasan Jabatan adalah peningkatan Kinerja Talenta melalui 

penambahan tugas dan fungsi dalam lingkup Jabatan yang sama. 

40. Pengayaan Jabatan adalah peningkatan motivasi Talenta melalui 

Pengayaan peran dan tanggungjawab, serta pengakuan dan penghargaan 

dalam Jabatan. 

41. ASN Corporate University adalah entitas kegiatan pengembangan 

Kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk 

mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam bentuk 

penanganan issue strategis melalui proses pembelajaran tematik dan 

terintegrasi dengan melibatkan tenaga internal Pemerintah Daerah dan 

tenaga ahli dari dalam/luar Pemerintah Daerah. 

42. Sekolah Kader adalah sistem pengembangan Kompetensi yang bertujuan 

untuk menyiapkan Pejabat Administrator melalui jalur percepatan 

peningkatan Jabatan. 

43. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai 

pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi 

dengan berbasis teknologi. 

44. Daerah adalah Kabupaten Donggala. 

45. Pemerintah Daerah adalah Bupati Donggala sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

46. Bupati adalah Bupati Donggala. 

47. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

 

BAB II 

MANAJEMEN TALENTA ASN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2 

Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN meliputi : 

a. Akuisisi Talenta; 

b. Pengembangan Talenta; 

c. Retensi Talenta; 

d. Penempatan Talenta; dan 

e. Pemantauan dan Evaluasi. 

 

Pasal 3 

Manajemen Talenta ASN didukung infrastruktur yang terdiri dari : 

a. Peja Jabatan yang sedang/akan lowong dan Jabatan Kritikal; 

b. Profil Talenta; 

c. Standar Metode dan Penilaian dalam metode assesment center dan Uji 

Kompetensi yang ditetapkan secara nasional; 

d. Standar Kompetensi Jabatan; 

e. Standar Penilaian Kinerja Rill; 

f. Pola Karier; 

g. Tim Manajemen Talenta ASN Daerah; 

h. Program Pengembangan Talenta meliputi; ASN Corporate 

University/Sekolah Kader/Tugas Belajar; 



i. Panitia Seleksi; 

j. Basis data sumber daya manusia; 

k. Sistem Informasi Manajemen Talenta ASN; dan 

l. Anggaran. 

 

Bagian Kedua 

Akuisisi Talenta 

 

Pasal 4 

Akuisisi Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a melalui 

tahapan sebagai berikut : 

a. Indentifikasi dan penetapan Jabatan Kritikal; 

b. Analisis Kebutuhan Talenta; 

c. Penetapan strategi akuisisi; 

d. Identifikasi, penilaian dan pemetaan Talenta; 

e. Penetapan kelompok rencana suksesi; dan 

f. Pencairan Talenta melalui mekanisme mutasi/rotasi antar perangkat 

daerah dan rencana penempatan talenta melalui mekanisme penugasan 

atau penugasan khusus. 

 

Paragraf 1 

Identifikasi dan Penetapan Jabatan Kritikal 

 

Pasal 5 

(1) Identifikasi dan penetapan Jabatan Kritikal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf a untuk penempatan talenta. 

(2) Jabatan Kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki 

karateristik sebagai berikut : 

a. Strategis dan berkaitan langsung dengan strategi Pemerintah 

Daerah/Perangkat Daerah serta perkembangan lingkungan; 

b. Memerlukan kompetensi yang sesuai dengan core business; 

c. Membutuhkan kinerja yang tinggi; 

d. Memberikan peluang pembelajaran yang tinggi; 

e. Mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan pelayanan 

publik; dan 

f. Sesuai kebutuhan prioritas nasional/daerah. 

(3) PPK menyusun daftar Jabatan Kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dengan dilengkapi Standar Kompetensi Jabatan. 

(4) Daftar Jabatan Kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

(5) Daftar Jabatan Kritikal dan Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Manteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendayagunaan 

Aparatur Negara. 

 

Paragraf 2 

Analisis Kebutuhan Talenta 

 

Pasal 6 

(1) Analisis Kebutuhan Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 

didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka 



panjang daerah yang terjabar dalam visi, misi, tujuan dan sasaran serta 

strategi. 

(2) Setiap Perangkat Daerah menyusun analisis kebutuhan Talenta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tugas dan fungsi, 

serta Jabatan Kritikal. 

(3) Tim Manajemen Talenta ASN menyusun analisis kebutuhan Talenta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Jabatan Kritikal yang 

ditetapkan dengan mengacu pada prioritas pembangunan 

nasional/daerah. 

 

Paragraf 3 

Penetapan Strategi Akuisisi 

 

Pasal 7 

(1) PPK menetapkan strategi Akuisisi Talenta bagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf c sebagai dasar dalam indentifikasi, penilaian dan 

penempatan Talenta. 

(2) Strategi Akuisisi Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun 

berdasarkan analisis kebutuhan Telanta dengan menentukan 

seluruh/sebagian pilihan sebagai berikut : 

a. Membangun Talenta internal instansi; 

b. Merekrut Talenta baru meliputi : Calon PNS dan/atau PPPK; 

c. Mutasi dan/atau Promosi Talenta antar Perangkat Daerah; dan/atau 

d. Penugasan atau Penugasan khusus Talenta. 

(3) Strategi Akuisisi Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun 

oleh Perangkat Daerah yang selanjutnya dikoordinasikan dan dikompilasi 

oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang kepegawaian. 

(4) Tim Manajemen Talenta ASN menetapkan Strategi Akuisisi Talenta sebagai 

dasar dalam indentifikasi, penilaian dan pemetaan Talenta di daerah. 

 

Paragraf 4 

Identifikasi, Penilaian dan Pemetaan Talenta 

 

Pasal 8 

(1) Identifikasi Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d 

dilakukan terhadap kandidat Talenta yang berasal dari : 

a. ASN di daerah, termasuk calon PNS dan PPPK; dan/atau 

b. ASN pada Instansi Pemerintah lain. 

(2) Penilaian Talenta sebagaimana dalam Pasal 4 huruf d dilakukan terhadap 

seluruh pegawai yang melakukan penilaian Talenta sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

 

Pasal 9 

(1) Pemeringkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf 

a dilakukan dengan membagi hasil Penilaian Kinerja dalam status kategori: 

a. Diatas Ekspektasi; 

b. Sesuai Ekspektasi; dan 

c. Di bawah Ekspektasi. 

(2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil 

integrasi secara 360° (tiga ratus enam puluh derajat) dari: 

a. Penilaian Kinerja dengan bobot 40% (empat puluh persen); 



b. Penilaian Generik dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan 

c. Penilaian Sikap dan Perilaku dengan bobot 30% (tiga puluh persen). 

 

Pasal 10 

(1) Penilaian potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, 

dibagi dalam status kategori : 

a. Tinggi; 

b. Menengah; dan 

c. Rendah. 

(2) Penilaian potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan 

metode : 

a. Assesment Center; 

b. Uji Kompetensi; 

c. Rekam jejak jabatan; dan/atau 

d. Pertimbangan lain. 

(3) Assesment Center sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan 

untuk mengukur/nilai potensi Talenta yang meliputi : 

a. Kemampuan Intelektual; 

b. Kemampuan Interpersonal; 

c. Kesadaran diri; 

d. Kemampuan berpkir kritis dan strategis; 

e. Kemampuan menyelesaikan permasalahan; 

f. Kecerdasan emosional; 

g. Kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri; dan 

h. Motivasi dan komitmen Talenta. 

(4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan 

oleh assesor secara objektif dalam rangka pemetaan Talenta yang 

mencakup pegukuran terhadap : 

a. Kompetensi Teknis; 

b. Kompetensi Manajerial; dan 

c. Kompetensi Sosial Kultural. 

(5) Rekam jejak dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 

dilakukan dengan memberikan : 

a. Aspek pendidikan formal; 

b. Pendidikan dan Pelatihan; 

c. Pengalaman dalam jabatan; dan 

d. Integritas dan moralitas. 

(6) Perimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melaiputi : 

a. Kesesuian kualifikasi pendidikan dengan rumpun jabatan; 

b. Preferensi karier; dan 

c. Pengalaman kepemimpinan organisasi. 

 

Pasal 11 

(1) Rekam jejak jabatan dan petimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) disesuaikan dengan jenjang jabatan. 

(2) Rekam jejak jabatan dan pertimbangan lain bagi JPT Pratama meliputi :  

a. Pendidikan paling rendah strata 1 (satu) atau setara; 

b. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan 

jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang diduduki 

secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun; 

c. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau JF jenjang 

Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun; 



d. PNS aktif Pemerintah Daerah dengan usia maksimal 56 (lima puluh 

enam) tahun; 

e. PNS Pemerintah Daerah yang diperkerjakan di Instansi Vertikal dan 

menduduki Jabatan Administrator paling singkat 3 (tiga) tahun; 

f. Menduduki pangkat paling rendah Pembina golongan ruang IV/a; 

g. Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 

yang dipersyaratkan untuk Jabatan Pimpinan Administrator, kecuali 

bagi Pejabat Fungsional; 

h. Setiap Unsur Penilaian Kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir; 

i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat 

atau sedang dalam proses pemeriksaan; 

j. Sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan dari surat keterangan 

sehat dari dokter pemerintah; 

k. Membuat pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang 

bersangkutan bermaterai dan diketahui oleh pimpinan perangkat 

daerah; 

l. Memiliki surat pernyataan bebas temuan yang dikeluarkan oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan; dan 

m. Bagi PNS yang menduduki JF yang mutasi dari luar Pemerintah 

Daerah, selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai 

dengan huruf l, dipersyaratkan telah memiliki masa kerja paling 

singkat 2 (dua) tahun di Pemerintah Daerah atau memiliki jenjang 

Jabatan paling rendah Ahli Madya dengan pangkat paling rendah 

Pembina IV/a. 

(3) Rekam jejak Jabatan dan pertimbangan lain bagi Jabatan Administrator 

meliputi : 

a. Pendidikan paling rendah strata 1 (satu) atau setara; 

b. Menduduki jabatan setingkat jabatan pengawas secara akumulatif 

paling singkat 3 (tiga) tahun atau sedang menduduki JF paling rendah 

jenjang Ahli Muda; 

c. PNS aktif Pemerintah Daerah dengan batasan usia 2 (dua) tahun 

sebelum batas usia pensiun; 

d. PNS Pemerinta Daerah yang dipekerjakan di instansi vertikal dan 

menduduki jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun; 

e. Menduduki pangkat paling rendah Penata Tk. I Golongan ruang III/d; 

f. Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 

yang dipersyaratkan untuk Jabatan Pengawas, kecuali bagi Pejabat 

Fungsional; 

g. Setiap unsur Penilaian Kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir; 

h. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau 

berat atau sedang dalam proses pemeriksaan; 

i. Sehat jasmani dan rohani dengan bukti surat keterangan sehat dari 

dokter pemerintah; 

j. Membuat pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang 

bersangkutan bermaterai dan diketahui oleh Pimpinan Perangkat 

Daerah; 

k. memiliki surat pernyataan bebas temuan yang dikeluarkan oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan; dan 

l. bagi PNS yang menduduki JF yang mutasi dari luar Pemerintah 

Daerah, selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai 



dengan huruf k, dipersyaratkan telah memiliki masa kerja paling 

singkat 2 (dua) tahun di Pemerintah Daerah atau memiliki jenjang 

Jabatan paling rendah Ahli Muda dengan pangkat paling rendah 

Penata Tingkat I golongan ruang III/d.  

(4) Rekam jejak Jabatan dan pertimbangan lain bagi Jabatan pengawas 

meliputi : 

a. Pendidikan paling rendah diploma III (tiga) atau setara; 

b. PNS aktif Pemerintah Daerah, dengan batasan usia 2 (dua) tahun 

sebelum batas usia pensiun; 

c. PNS Pemerintah Daerah yang dipekerjakan di instansi daerah; 

d. PNS provinsi/pusat yang melaksanakan tugas di Pemerintah Daerah 

dengan melampirkan izin instansi pembina kepegawaian asal PNS 

provinsi/pusat; 

e. menduduki Jabatan Pelaksana secara akumulatif paling singkat 4 

(empat) tahun atau sedang menduduki JF paling rendah jenjang Ahli 

Pertama; 

f. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang 

III/b, dengan masa kerja dalam pangkat minimal 3 (tiga) tahun; 

g. setiap unsur Penilaian Kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) 

tahun terakhir; 

h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat 

atau sedang dalam proses pemeriksaan; 

i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan 

sehat dari dokter pemerintah; 

j. membuat surat pernyataan berintegritas bermeterai cukup yang 

ditandatangani oleh bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan 

Perangkat Daerah; 

k. memiliki surat pernyataan bebas temuan yang dikeluarkan oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan; dan 

l. PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah memiliki masa kerja 

paling singkat 2 (dua) tahun di Pemerintah Daerah. 

(5) Rekam jejak Jabatan dan pertimbangan lain bagi Jabatan pelaksana 

didasarkan pada Standar Kompetensi Jabatan masing-masing 

nomenklatur Jabatan pelaksana. 

(6) Rekam jejak Jabatan dan pertimbangan lain bagi JF didasarkan pada 

Standar Kompetensi Jabatan masing- masing nomenklatur JF. 

(7) Bagi PNS yang menduduki JF di Satuan Pendidikan, rekam jejak Jabatan 

dan pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai 

dengan ayat (4) ditambah dengan ketentuan paling sedikit pernah 

dan/atau sedang menduduki Jabatan Kepala Sekolah dan/atau Pengawas 

Sekolah paling singkat 2 (dua) tahun. 

 

Pasal 12 

(1) Pemetaan Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) 

dikelompokkan dalam 9 (sembilan) Kotak Manajemen Talenta disertai 

rekomendasi tindak lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Pemetaan Talenta dilakukan oleh Tim Manajemen Talenta ASN melalui 

penghimpunan Talenta yang menempati kotak ke 9 (sembilan) pada 

masing-masing Perangkat Daerah. 

(3) Hasil pemetaan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi 

dasar pelaksanaan : 

a. Pengembangan Talenta dan retensi Talenta; dan/atau 



b. Penempatan Talenta yang termasuk dalam kotak 9 (sembilan) dan/atau 

kelompok rencana suksesi. 

 

Paragraf 5 

Penetapan Kelompok Rencana Suksesi 

 

Pasal 13 

(1) Penetapan Kelompok Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 huruf e ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan Talenta dan rekomendasi 

tindak lanjut. 

(2) PPK menominasikan Talenta yang masuk dalam Kelompok Rencana 

Suksesi Perangkat Daerah untuk mengisi Jabatan Kritikal atau Jabatan 

yang sedang/akan lowong sesuai kebutuhan. 

(3) PPK menetapkan Talenta yang masuk dalam Kelompok Rencana Suksesi 

Pemerintah Daerah berdasarkan nominasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2). 

(4) PPK mengusulkan Talenta yang masuk dalam kotak 9 (sembilan) di 

Pemerintah Daerah untuk masuk dalam Kelompok Rencana Suksesi 

Nasional kepada tim Manajemen Talenta ASN nasional. 

 

Paragraf 6 

Pencarian dan Penempatan Talenta 

 

Pasal 14 

Dalam hal dibutuhkan Talenta dalam waktu cepat dan/atau dibutuhkan 

Talenta dengan keahlian/Kompetensi tertentu, dapat dilakukan pencarian 

Talenta yang ditindak lanjuti melalui mekanisme mutasi dari instansi 

pemerintah lainnya atau Penempatan Talenta melalui mekanisme penugasan 

atau penugasan khusus. 

 

Bagian Ketiga 

Pengembangan Talenta 

 

Pasal 15 

(1) Pengembangan Talenta dilaksanakan melalui akselerasi karier, 

pengembangan Kompetensi, dan peningkatan kualifikasi. 

(2) Akselerasi karier dilaksanakan melalui sekolah kader. 

(3) Pengembangan Kompetensi Talenta dilaksanakan melalui : 

a. ASN Corporate University dengan metode klasikal dan nonklasikal; 

b. Pembelajaran di dalam dan luar kantor; dan 

c. Bentuk pengembangan Kompetensi lainnya. 

(4) Peningkatan kualifikasi Talenta dilaksanakan melalui tugas belajar. 

(5) Prioritas akselerasi karier, pengembangan Kompetensi, dan peningkatan 

kualifikasi berdasarkan peringkat yang dimulai dari urutan tertinggi pada 

Kotak Manajemen Talenta. 

 

 

 

 

 

 

 



Bagian Keempat 

Retensi Talenta 

 

Pasal 16 

(1) Retensi Talenta bertujuan untuk mempertahankan posisi Talenta dalam 

Kelompok Rencana Suksesi sebagai Suksesor yang akan menduduki 

Jabatan target. 

(2) Retensi Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 

rencana suksesi, rotasi Jabatan, Pengayaan Jabatan, Perluasan Jabatan, 

dan penghargaan. 

 

Paragraf 1 

Rencana Suksesi 

 

Pasal 17 

(1) Rencana Suksesi memuat daftar nama Suksesor dalam kelompok rencana 

suksesi, urutan penempatan Suksesor dalam Jabatan target, dan proyeksi 

penempatan posisi dan waktu. 

(2) Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

berdasarkan hasil pemetaan Talenta dengan memperhatikan Jabatan 

Target dan informasi lowongan Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah 

dalam : 

a. Sistem informasi ASN; dan 

b. Sistem informasi Manajemen Karier nasional yang diselenggarakan oleh 

Badan Kepegawaian Negara. 

(3) PPK menetapkan Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 

 

Paragraf 2 

Penghargaan 

 

Pasal 18 

PNS yang masuk ke dalam Kelompok Rencana Suksesi diberikan penghargaan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kelima 

Penempatan Talenta 

 

Pasal 19 

(1) Penempatan Talenta dilaksanakan berdasarkan Rencana Suksesi dengan 

mengacu pada perumpunan berdasarkan kebutuhan strategis Pemerintah 

Daerah dan/atau rencana pembangunan jangka panjang/rencana 

pembangunan jangka menengah Daerah. 

(2) Talenta yang termasuk dalam kotak 9 (sembilan) dapat ditempatkan secara 

langsung pada Jabatan target. 

(3) Penempatan Talenta ditetapkan oleh PPK berdasarkan Rencana Suksesi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3). 

(4) Penempatan Talenta pada JPT Pratama saat telah menerapkan Sistem 

Merit dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi dengan 

kementerian/lembaga terkait. 

 

 

 



Pasal 20 

Manajemen Talenta ASN Pemerintah Daerah merupakan bagian dari 

manajemen pengembangan karier yang dilaksanakan melalui mutasi dan/atau 

promosi. 

 

Bagian Keenam 

Pemantauan dan Evaluasi 

 

Pasal 21 

(1) Pemantauan Talenta dilakukan pada tahap pengembangan, retensi, dan 

penempatan. 

(2) Suksesor yang telah ditempatkan pada Jabatan Kritikal dilakukan 

monitoring dan evaluasi selama 3 (tiga) tahun untuk dilakukan 

penempatan kembali dalam Jabatan. 

(3) Penempatan kembali dalam Jabatan dapat berupa promosi atau 

penempatan Jabatan lain yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan 

kebutuhan pengisian Jabatan Kritikal selanjutnya. 

 

Pasal 22 

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Manajemen Talenta di lingkungan 

Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh PPK dibantu aparat pengawas internal 

pemerintah. 

 

BAB III 

POLA KARIER PNS 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 23 

Ruang lingkup Pola Karier, meliputi : 

a. Jenis Jabatan; 

b. Profil PNS; 

c. Standar Kompetensi ASN; dan 

d. jalur Karier. 

 

Bagian Kedua 

Jenis Jabatan 

 

Pasal 24 

Jenis Jabatan yang ditetapkan dalam Pola Karier sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 huruf a, yaitu : 

a. JPT Pratama; 

b. JA; dan 

c. JF. 

 

Bagian Ketiga 

Profil PNS 

 

Pasal 25 

Profil PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan 

kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS yang terdiri atas : 



a. Data personal; 

b. Kualifikasi pendidikan; 

c. Rekam jejak Jabatan; 

d. Kompetensi; 

e. Riwayat pengembangan; 

f. Riwayat hasil penilaian kinerja; 

g. Pendidikan dan pelatihan; 

h. Usia; dan 

i. Informasi kepegawaian lainnya. 

 

Bagian Keempat 

Standar Kompetensi ASN 

 

Pasal 26 

Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, 

berisi paling sedikit memuat informasi tentang : 

a. Nama Jabatan; 

b. Uraian Jabatan; 

c. Kode Jabatan; 

d. Pangkat/kelas Jabatan; 

e. Kompetensi Teknis; 

f. Kompetensi Manajerial; 

g. Kompetensi Sosial Kultural; dan 

h. Ukuran Kinerja Jabatan. 

 

Bagian Kelima 

Jalur Karier 

 

Pasal 27 

(1) Jalur Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d adalah 

lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang 

Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi. 

(2) Pola Karier PNS dapat berbentuk : 

a. Horizontal, di dalam satu kelompok maupun antar Kelompok Jabatan 

vertikal, di dalam satu Kelompok Jabatan; 

b. Vertikal; dan 

c. Diagonal, antar Kelompok Jabatan. 

 

Paragraf 1 

Pola Karier Horizontal 

 

Pasal 28 

(1) Pola Karier Horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) 

huruf a merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi 

Jabatan lain yang setara dilakukan melalui mutasi, baik di dalam satu 

kelompok maupun antar Kelompok Jabatan. 

(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 2 

(dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun : 

a. Dalam 1 (satu) Perangkat Daerah; dan/atau 

b. Antar Perangkat Daerah dalam Pemerintah Daerah. 

(3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan dasar 

kesesuaian antara Kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, 



klasifikasi Jabatan, dan Pola Karier dengan memperhatikan kebutuhan 

organisasi. 

(4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 29 

(1) PPK dapat melakukan mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang 

belum genap 2 (dua) tahun menduduki Jabatan. 

(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan 

pertimbangan : 

a. Kinerja pegawai dan/atau Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Strategi percepatan pencapaian Kinerja Perangkat Daerah/Pemerintah 

Daerah; 

c. Kemampuan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam melaksanakan 

tugas; 

d. Rekomendasi tim pemeriksa pelanggaran disiplin sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 

e. Terdapat unsur konflik kepentingan dalam JPT pratama sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

 

Pasal 30 

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat berpindah secara horizontal ke 

dalam JPT Pratama lain sesuai dengan persyaratan Jabatan. 

(2) Mekanisme perpindahan antar JPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 31 

(1) JF dapat berpindah ke JF lain dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, 

Kompetensi, dan syarat Jabatan. 

(2) Perpindahan JF ke JF lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan pada jenjang Jabatan dan angka kredit yang setara. 

(3) Perpindahan JF ke JF lain yang setara dapat dilakukan dalam satu atau 

lintas rumpun/klasifikasi JF. 

(4) Perpindahan JF ke JF lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan melalui 

uji Kompetensi. 

(5) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh 

Instansi Pembina JF. 

 

Pasal 32 

JF dapat berpindah ke JA sesuai jenjang Jabatan, kualifikasi, Kompetensi, 

dan syarat Jabatan. 

 

Pasal 33 

(1) Perpindahan karier horizontal bagi JA ke JF dengan ketentuan : 

a. Administrator dapat berpindah secara horizontal ke Fungsional Ahli 

Madya; atau 

b. Pengawas dapat berpindah secara horizontal ke Fungsional Ahli Muda. 

(2) Dalam hal kondisi tertentu perpindahan karier dapat dilakukan melalui 

mekanisme penyetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 



Pasal 34 

JA dapat berpindah ke JA lain yang setara sesuai dengan kualifikasi, 

Kompetensi, dan syarat Jabatan. 

 

Paragraf 2 

Pola Karier Vertikal 

 

Pasal 35 

(1) Pola Karier Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf 

b merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain 

yang lebih tinggi dilakukan melalui promosi. 

(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bagi : 

a. JA dalam satu kelompok JA; 

b. JF dalam satu kelompok JF kategori keterampilan atau JF kategori 

keahlian; dan 

c. JPT dalam satu kelompok JPT. 

 

Pasal 36 

(1) Promosi dalam JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a 

dilakukan sesuai dengan Kelompok Rencana Suksesi atau melalui seleksi 

internal. 

(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bagi : 

a. Jabatan Pengawas ke Jabatan Administrator; atau 

b. Jabatan Pelaksana ke Jabatan Pengawas. 

(3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sepanjang 

memenuhi persyaratan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. 

 

Pasal 37 

(1) Promosi dalam kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 

(2) huruf b dilakukan dalam hal kenaikan jenjang JF sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal kenaikan jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pejabat Fungsional dapat berpindah dari jenjang paling rendah sampai 

dengan jenjang paling tinggi dalam 1 (satu) kategori JF. 

(3) Pejabat Fungsional kategori keterampilan dapat berpindah ke kategori 

keahlian dalam satu rumpun/klasifikasi JF yang memiliki tugas dan fungsi 

yang sama. 

(4) Promosi dalam kelompok JF dapat dilakukan sesuai dengan kualifikasi, 

Kompetensi, dan syarat Jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi dan 

Peta Jabatan yang telah ditetapkan. 

 

Pasal 38 

(1) Promosi ke dalam JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) 

huruf c dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan melalui 

rencana suksesi, seleksi terbuka atau berdasarkan ketentuan sistem merit 

dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. 

(2) Rencana suksesi, seleksi terbuka, dan ketentuan sistem merit 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 



Paragraf 3 

Pola Karier Diagonal 

 

Pasal 39 

(1) Pola Karier Diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf 

c merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain 

yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini, melalui promosi atau 

mekanisme pengangkatan dalam JF. 

(2) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan bagi : 

a. JA ke JF; 

b. JF ke JA; dan 

c. JA atau JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama. 

 

Pasal 40 

(1) Perpindahan karier diagonal bagi JA ke JF sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39 ayat (2) huruf a yaitu : 

a. Pengawas dapat berpindah secara diagonal ke Fungsional Ahli Madya; 

atau 

b. Pelaksana dapat berpindah dalam bentuk diagonal ke Fungsional 

kategori keahlian atau kategori keterampilan. 

(2) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan melalui mekanisme, yaitu : 

a. Perpindahan; 

b. Penyesuaian/inpassing; atau 

c. promosi dalam JF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 41 

(1) Perpindahan karier diagonal bagi JF ke JA sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39 ayat (2) huruf b, yaitu : 

a. JF kategori keterampilan atau JF Ahli Pertama dapat berpindah secara 

diagonal ke Jabatan Pengawas; atau 

b. JF Ahli Muda dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan 

Administrator. 

(2) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan melalui mekanisme penugasan pada Jabatan di luar JF sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 42 

Perpindahan karier diagonal JA atau JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui 

promosi secara seleksi terbuka, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, dengan memperhatikan kualifikasi, Kompetensi, persyaratan 

Jabatan, dan kebutuhan organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN POLA KARIER 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 43 

(1) Pola Karier disusun sebagai bagian dari Manajemen Talenta ASN. 

(2) Pola Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan 

oleh PPK. 

(3) Penyusunan dan penetapan Pola Karier sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan : 

a. Kebutuhan instansi berdasarkan Pola Karier Nasional; 

b. Telah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; 

c. Jalur Karier yang berkesinambungan; dan 

d. Kelompok Jabatan kritis dalam kerangka Manajemen Talenta Instansi. 

(4) Pola Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dan ditetapkan 

dengan merujuk pada konsep dasar Pola Karier sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

(5) Jalur Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dari 

Jabatan paling rendah ke Jabatan paling tinggi, baik pada jenjang Jabatan 

yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi dalam Pola Karier 

Horizontal, Pola Karier Vertikal, maupun Pola Karier Diagonal. 

(6) Pola Karier dilaksanakan dalam lingkup antar Perangkat Daerah /unit 

kerja dengan paling sedikit memuat JA, JF ahli pertama, dan JF 

keterampilan. 

 

Bagian Kedua 

Perencanaan Pola Karier 

 

Pasal 44 

(1) PyB menyusun rencana pengembangan karier dengan memperhatikan : 

a. Urutan karier yang berkesinambungan kecuali dari JF ke JPT atau 

Jabatan Administrator; dan 

b. Tugas serumpun, Kompetensi yang berkaitan, dan kualifikasi 

pendidikan yang diperlukan. 

(2) Rencana pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan oleh PPK. 

 

Pasal 45 

(1) Penyusunan rencana Pola Karier meliputi rencana Pola Karier untuk : 

a. JPT; 

b. JA; dan 

c. JF. 

(2) Rencana Pola Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah, 

komposisi, distribusi calon pemegang Jabatan, dan jangka waktu melintasi 

alur karier/Jabatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Kompetensi 

Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 



b. Komposisi dalam pembinaan karier harus seimbang untuk seluruh 

calon peserta seleksi yang ada di instansi bersangkutan, dalam arti 

bagi setiap 1 (satu) Jabatan yang akan diisi, para calon harus memiliki 

syarat Kompetensi, kualifikasi, dan kinerja; dan 

c. Distribusi calon pemegang Jabatan harus merata dalam arti tidak 

terlalu banyak untuk Jabatan tertentu dan terlalu sedikit untuk 

Jabatan lainnya. 

 

Pasal 46 

Perencanaan Pola Karier untuk JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 

ayat (1) huruf a, dilakukan melalui rencana suksesi, seleksi terbuka atau 

berdasarkan ketentuan Sistem Merit, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 47 

(1) Perencanaan Pola Karier untuk JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 

ayat (1) huruf b, dilakukan melalui seleksi, rotasi, mutasi, dan promosi, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam perencanaan Pola Karier untuk JA, Pemerintah Daerah 

memproyeksikan jangka waktu paling kurang PNS harus dipromosikan 

tanpa mengurangi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 48 

(1) Perencanaan Pola Karier untuk JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 

huruf c, dilakukan melalui : 

a. Pengangkatan pertama; 

b. Perpindahan Jabatan; 

c. Penyesuaian/inpassing; dan 

d. Promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pola Karier untuk JF ditetapkan dalam jenjang Jabatan berdasarkan 

pencapaian angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 49 

Penyusunan rencana pengembangan karier memuat unsur Pola Karier paling 

sedikit meliputi : 

a. Jenis, rumpun/klasifikasi, dan profil Jabatan; 

b. Standar Kompetensi ASN; 

c. Pengembangan Kompetensi dan pembinaan karier; 

d. Profil pegawai; 

e. Masa kerja; 

f. Kelas Jabatan; 

g. Pengalaman Jabatan; 

h. Profil dan struktur organisasi; 

i. Peta Jabatan; dan 

j. Penilaian Kinerja dan pembinaan disiplin. 

 

Pasal 50 

(1) Jenis, rumpun/klasifikasi, dan profil Jabatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 49 huruf a paling sedikit terdiri dari jenis Jabatan dan jenjang 



Jabatan, rumpun/klasifikasi Jabatan, persyaratan Jabatan, dan tugas 

Jabatan. 

(2) Jenis dan jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu : 

a. Jabatan Manajerial terdiri dari : 

1. JPT Pratama; 

2. Jabatan Administrator; dan 

3. Jabatan Pengawas. 

b. Jabatan Non Manajerial terdiri dari : 

1. JF Kategori Keterampilan dengan jenjang Jabatan dari paling 

rendah sampai paling tinggi yaitu : 

a) Pemula; 

b) Terampil; 

c) Mahir; dan 

d) Penyelia. 

2. JF Kategori Keahlian dengan jenjang Jabatan dari paling rendah 

sampai paling tinggi yaitu : 

a) Ahli Pertama; 

b) Ahli Muda; dan 

c) Ahli Madya. 

3. Pelaksana. 

(3) Rumpun/klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

 

Pasal 51 

(1) Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b 

meliputi : 

a. Kompetensi Manajerial; 

b. Kompetensi Teknis; dan 

c. Kompetensi Sosial Kultural. 

(2) PPK menetapkan Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 52 

(1) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c 

dilaksanakan untuk mendukung pembinaan dan peningkatan karier 

sesuai dengan jenis Jabatan. 

(2) Pengembangan Kompetensi paling sedikit didasarkan pada : 

a. Jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan Jabatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan; 

b. Pelatihan kepemimpinan dan pendidikan dan pelatihan fungsional 

merupakan unsur yang harus dipenuhi bagi setiap pegawai yang akan 

menduduki masing-masing jenis Jabatan; 

c. Pendidikan dan pelatihan teknis dapat menjadi persyaratan setiap 

jenjang mulai dari Jabatan paling rendah sampai Jabatan paling tinggi 

sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing instansi; dan 

d. untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jabatan yang sifatnya mendesak 

dan harus diisi, dalam hal persyaratan pendidikan dan pelatihan belum 

dipenuhi untuk sementara dapat dilakukan Uji Kompetensi dalam 

pengisian Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

 



Pasal 53 

Profil pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d paling sedikit 

memuat : 

a. Data personal; 

b. Kualifikasi pendidikan; 

c. Rekam jejak Jabatan; 

d. Kompetensi; 

e. Riwayat pengembangan; 

f. Riwayat hasil penilaian kinerja; 

g. Pendidikan dan Pelatihan; 

h. Usia; dan 

i. Informasi kepegawaian lainnya. 

 

Pasal 54 

Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf h paling rendah didasarkan 

pada : 

a. paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun untuk 

menduduki Jabatan Pengawas atau Administrator; dan 

b. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk menduduki JPT 

Pratama. 

 

Pasal 55 

(1) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, untuk JA 

diatur sebagai berikut : 

a. Untuk menduduki Jabatan Pengawas paling singkat 2 (dua) tahun 

dalam Jabatan Pelaksana; dan 

b. Untuk menduduki Jabatan Administrator paling kurang 3 (tiga) tahun 

dalam Jabatan Pengawas. 

(2) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, untuk JPT 

diatur sebagai berikut : 

a. Untuk menduduki JPT Pratama, paling kurang 2 (dua) tahun dalam 

Jabatan Administrator; dan 

b. Untuk menduduki JPT Madya paling kurang 2 (dua) tahun dalam JPT 

Pratama. 

(3) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, untuk JF 

berdasarkan angka kredit yang diperoleh sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 56 

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f memuat 

informasi kelas Jabatan masing-masing Jabatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 57 

Pengalaman Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g, diatur 

sebagai berikut : 

a. untuk menduduki JPT Pratama seorang PNS memiliki pengalaman Jabatan 

dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki 

secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun; 

b. untuk menduduki Jabatan Administrator seorang PNS memiliki 

pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF 



yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas 

Jabatan yang akan diduduki; 

c. untuk menduduki Jabatan Pengawas seorang PNS memiliki pengalaman 

dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang 

setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan 

yang akan diduduki; dan 

d. untuk menduduki JPT dan JA, seorang PNS dari JF harus dalam satu 

rumpun/klasifikasi Jabatan dan sesuai dengan jenjang yang 

dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 58 

Profil dan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf h 

memuat informasi tentang profil dan struktur organisasi Instansi Pemerintah 

dan tata kerja untuk menggambarkan Jalur Karier. 

 

Pasal 59 

Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf i ditetapkan oleh 

PPK berdasarkan analisis Jabatan dan tata kerja Perangkat Daerah sebagai 

dasar penyusunan Jalur Karier sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 60 

(1) Penilaian Kinerja dan pembinaan disiplin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 49 huruf j dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Penilaian Kinerja JPT dan Jabatan Administrator dilakukan berdasarkan 

penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(3) Penilaian Kinerja JF dilakukan berdasarkan pencapaian Angka Kredit 

Kumulatif, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Perilaku Kerja sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan Pola Karier 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 61 

PPK melaksanakan pengisian Jabatan berdasarkan rencana Pola Karier yang 

telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1). 

 

Pasal 62 

(1) Pengisian JPT Pratama untuk Jabatan yang lowong dilakukan melalui 

seleksi terbuka dan kompetitif, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Ketentuan pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem 

Merit dalam pembinaan Pegawai ASN dengan persetujuan dari 

kementerian/lembaga terkait. 

 

 



Paragraf 3 

Pola Karier Jabatan Administrator dan Pengawas 

 

Pasal 63 

Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilaksanakan sesuai 

dengan Kelompok Rencana Suksesi atau melalui seleksi internal, berdasarkan 

prinsip sistem merit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 64 

(1) Pengisian Jabatan Administrator dapat dilakukan melalui jalur percepatan 

sekolah kader. 

(2) Sekolah kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis 

pengembangan Kompetensi bagi calon kader pimpinan yang bertalenta dan 

berkinerja tinggi. 

 

Paragraf 4 

Pola Karier JF 

 

Pasal 65 

(1) Pengisian JF dilakukan melalui : 

a. Pengangkatan pertama; 

b. Perpindahan Jabatan; 

c. Penyesuaian/inpassing; dan 

d. Promosi dalam Pola Karier Horizontal, Pola Karier Vertikal maupun Pola 

Karier Diagonal. 

(2) Pengisian Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan Kelompok 

Rencana Suksesi, berdasarkan prinsip sistem merit melalui pengangkatan 

calon PNS. 

(3) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Keenam 

Pengawasan dan Pembinaan Pola Karier 

 

Pasal 66 

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melaporkan pembinaan Pola 

Karier kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pendayagunaan aparatur negara. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan pada : 

a. Badan Kepegawaian Negara; 

b. Lembaga Administrasi Negara; dan 

c. Kementerian/lembaga terkait. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai 

pertimbangan dalam pemantauan dan evaluasi penerapan manajemen 

karier. 

 

 

 

 

 



BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 67 

(1) Dalam hal pengisian JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 tidak dapat 

dilaksanakan atau tidak memperoleh hasil pengisian dalam Jabatan, PPK 

dapat menugaskan Pejabat Pemerintahan sebagai Pelaksana harian atau 

Pelaksana tugas. 

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penugasan 

pelaksana harian dan pelaksana tugas dapat ditunjuk apabila pejabat 

definitif berhalangan sementara atau berhalangan tetap. 

 

Bagian Kedua 

Kriteria Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas 

 

Pasal 68 

(1) Penugasan pelaksana harian atau pelaksana tugas dilaksanakan atas 

dasar : 

a. Ditugaskan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan di atasnya; dan 

b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin. 

(2) Pelaksanaan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

terdiri atas : 

a. Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif 

yang berhalangan sementara; dan 

b. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif 

yang berhalangan tetap. 

(3) Pelaksana harian atau pelaksana tugas tidak berwenang untuk mengambil 

keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak 

pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan 

alokasi anggaran. 

(4) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang 

memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan 

rencana kerja pemerintah. 

(5) Perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) yaitu melakukan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian pegawai. 

(6) Pelaksana harian dan pelaksana tugas memiliki kewenangan mengambil 

keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang 

bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada 

aspek kepegawaian. 

(7) Pelaksana harian dan pelaksana tugas memiliki kewenangan meliputi : 

a. Melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai dan penilaian prestasi kerja 

pegawai; 

c. Menetapkan surat kenaikan gaji berkala; 



d. Menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang 

akan dijalankan di luar negeri; 

e. Menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai; 

f. Menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan; 

g. Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar-

instansi; 

h. Memberikan tugas belajar; 

i. Memberikan izin mengikuti seleksi JPT atau JA; dan 

j. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan Kompetensi. 

 

Pasal 69 

(1) Penugasan pelaksana harian dan pelaksana tugas dapat diberikan kepada 

PNS yang menduduki : 

a. JPT Pratama; 

b. Jabatan Administrator; 

c. Jabatan Pengawas; atau 

d. JF. 

(2) PNS yang diberikan penugasan pelaksana harian atau pelaksana tugas 

harus memenuhi persyaratan : 

a. Memiliki Kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang tugas yang akan 

dilaksanakan; 

b. Memiliki jenjang Jabatan setara atau satu tingkat lebih rendah dari 

jenjang Jabatan yang akan ditugaskan; 

c. Berkinerja baik paling kurang selama 2 (dua) tahun terakhir; dan 

d. Berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam 

Jabatan yang ditugaskan. 

(3) Pejabat Fungsional dapat diberikan penugasan Pelaksana harian dan 

Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan 

ketentuan : 

a. Pejabat Fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai 

pelaksana harian atau pelaksana tugas JPT Pratama; 

b. Pejabat Fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai 

pelaksana harian atau pelaksana tugas Jabatan Administrator atau 

JPT Pratama; 

c. Pejabat Fungsional jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai 

pelaksana harian atau pelaksana tugas Jabatan Pengawas atau 

Jabatan Administrator; dan 

d. Pejabat Fungsional jenjang ahli pertama dapat ditunjuk sebagai 

pelaksana harian atau pelaksana tugas Jabatan Pelaksana yang 

merupakan eselon V atau Jabatan Pengawas. 

(4) Dalam hal tidak terdapat PNS dengan persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b, penugasan pelaksana harian atau pelaksana tugas 

dapat diberikan kepada PNS dengan jenjang Jabatan satu tingkat lebih 

tinggi dari jenjang Jabatan yang akan ditugaskan. 

(5) Penunjukkan dan kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas bagi 

Jabatan Sekretaris Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

 

 

 



Bagian Ketiga 

Mekanisme Penugasan Pelaksana Harian 

dan Pelaksana Tugas 

 

Pasal 70 

Penugasan pelaksana harian atau pelaksana tugas dilakukan oleh PPK atau 

pejabat yang ditunjuk melalui Surat Perintah Tugas. 

 

Pasal 71 

Penugasan pelaksana harian ditetapkan untuk waktu paling singkat 3 (tiga) 

hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

 

Pasal 72 

(1) Penugasan pelaksana tugas ditetapkan untuk waktu paling singkat 1 (satu) 

bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan. 

(2) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditetapkan terlampaui dan belum 

diperoleh pelaksana tugas definitif, pelaksana tugas dapat diberikan 

perpanjangan paling banyak untuk 1 (satu) kali penugasan. 

(3) Penetapan tugas, kewenangan, dan fasilitas pelaksana tugas dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Keempat 

Pelaporan Tugas Pelaksana Harian 

dan Pelaksana Tugas 

 

Pasal 73 

(1) Pelaksana harian atau Pelaksana tugas melaporkan Pelaksanaan tugas 

kepada PPK atau pejabat yang memberikan penugasan sebagaimana 

dimaksud dalamPasal 71. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 

berakhirnya pelaksanaan tugas. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 74 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pelaksana Harian atau Pelaksana 

Tugas yang sedang melaksanakan tugas disesuaikan dengan ketentuan dalam 

Peraturan Bupati ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 75 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala. 

 

Ditetapkan di Donggala 

pada tanggal 

 

BUPATI DONGGALA, 

 

 

 

 

 

VERA ELENA LARUNI 


	PERATURAN BUPATI DONGGALA

